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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan Pasal 2 Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembinaan  Jabatan
Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten

Pembimbing Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1717);

S. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan ini merupakan pedoman bagi Asisten
Pembimbing Kemasyarakatan, tim penilai, dan pejabat lain
yang terkait dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten

Pembimbing Kemasyarakatan.
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Pasal 2

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing

Kemasyarakatan terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. ruang lingkup Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan;

c. kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan;

d. pembinaan  karier Jabatan  Fungsional Asisten
Pembimbing Kemasyarakatan;

e. angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan;

f. tim penilai Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan; dan

g. penutup.

Pasal 3
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAIC
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN

BAB1I
PENDAHULUAN

Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem hukom di
[ndonesia untuk mengubah perikehidupan para pelanggar hukum agar dapat
kembali ke tengah-tengahh masyarakat melalui fungsi reintegrasi, Hal tersebuit
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Pasal 2 yang menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan
diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) agar menjadi mannsia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkangan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut, Balai
Pemasyarakatan mempunyai posisi strategis sejak praajudikasi, ajudikasi
hingga post ajudikasiyang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan diperkuat dengan Undang-
Undang Nemor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,Pembimbing Kemasyarakatan secara faktual hadir diseluruh fase proses
peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan Anak
vang berhadapan dengan Hukum (ABH). Guna mendukung upaya peningkatan
profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan felalh menyusun Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan yang felalh ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Jabatan Fungsional Asistenn Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, maka



